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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Era otonomi daerah telah berjalan dan bergulir sejalan dengan terbitnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, upaya untuk berpartisipasi dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance) menjadi hal yang penting dan mulia. Sebagai pelayan masyarakat, pemerintah dituntut untuk memiliki pemikiran yang berkembang, tanggap terhadap perubahan yang demikian cepat, sekaligus mampu melebur dalam berbagai aktivitasnya. Upaya untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, memerlukan suatu media pertanggungjawaban yang sistematis dan melembaga. Pentingnya hal tersebut telah disadari oleh pemerintah dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sejalan dengan tuntutan di atas perlu segera diupayakan beberapa langkah strategis dan tindakan-tindakan operasional untuk merealisasikannya. Salah satu langkah yang perlu dan harus dikembangkan saat ini adalah mewujudkan suatu Good Governance yang memiliki elemen dasar, transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Sebagai aplikasi uraian di atas, maka perlu dibuat Laporan Monitoring dan Evaluasi Kemajuan Program/Kegiatan Semester I Tahun Anggaran 2024 untuk Sekretariat Daerah Kabupaten Bulukumba.
B. Maksud dan Tujuan
Kegiatan monitoring lebih terfokus pada kegiatan yang sedang dilaksanakan. Monitoring dilakukan dengan cara menggali untuk mendapatkan informasi secara regular berdasarkan indikator tertentu, dengan maksud mengetahui apakah kegiatan yang sedang berlangsung sesuai dengan perencanaan dan prosedur yang telah disepakati. Indikator monitoring mencakup esensi aktivitas dan target yang ditetapkan pada perencanaan program. Apabila monitoring dilakukan dengan baik akan bermanfaat dalam memastikan pelaksanaan kegiatan tetap pada jalurnya (sesuai pedoman dan perencanaan program). Juga memberikan informasi kepada pengelola program apabila terjadi hambatan dan penyimpangan, serta sebagai masukan dalam melakukan evaluasi.
Secara lebih terperinci monitoring bertujuan untuk : 
1. Mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan;
2. Memberikan masukan tentang kebutuhan dalam melaksanakan program; 
3. Mendapatkan gambaran ketercapaian tujuan setelah adanya kegiatan;
4. Mendapatkan tingkat capaian penyerapan anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan.
5. Mendapatkan informasi tentang adanya kesulitan-kesulitan dan hambatan- hambatan selama pelaksanaan kegiatan; 
6. Memberikan umpan balik bagi sistem penilaian program; 

Maksud Evaluasi adalah: Evaluasi bertujuan untuk melihat tingkat keberhasilan pengelolaan kegiatan, melalui output pelaksanaannya serta permasalahan yang dihadapi, untuk selanjutnya menjadi bahan evaluasi kinerja program dan kegiatan selanjutnya. 
Tujuan Evaluasi :
1. Memperoleh gambaran capaian target program dan kegiatan prioritas dalam daerah;
2. Mengidentifikasi masalah/kendala yang muncul terkait pelaksanaan Program Sekretariat Daerah Kabupaten Bulukumba Semester I Tahun 2023;
3. Merumuskan rekomendasi dan saran tindak lanjut sebagai masukan dalam peningkatan kinerja dalam rangka mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.
C. Metode Monitoring dan Evaluasi
1. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data
Data yang digunakan dalam Laporan MONEV adalah data primer yang didapatkan dari dokumen/laporan yang sudah ada/dilaporkan oleh Bagian lingkup Sekretariat Daerah kabupaten Bulukumba, seperti: 
· Data laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Bagian Lingkup Sekretariat Daerah bulan Januari - Juni 2024
· SPJ Fungsional bulan Januari - Juni 2024
· RKPD Tahun 2024 Sekretariat Daerah.








BAB II
[bookmark: _Hlk125981121]PERENCANAAN STRATEGIS

Dalam sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat, perencanaan strategis instansi pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain yang mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global. Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (strategis), kelemahan, peluang dan tantangan/kendala yang ada. Analisa terhadap unsur-unsur tersebut sangat penting dan merupakan dasar bagi perwujudan visi dan misi serta strategis instansi pemerintah. Dengan visi dan misi dari strategi yang jelas maka diharapkan instansi pemerintah akan dapat menjelaskan dengan potensi peluang dan kendala yang dihadapi. Perencanaan strategis bersama dengan pengukuran kinerja serta evaluasinya merupakan rangkaian Sistem Akuntabilitas Kinerja yang penting.

[bookmark: _Hlk125981185][bookmark: _Hlk125981201]2.1. VISI dan MISI Kabupaten Bulukumba
2.1.1.  VISI
Dengan mempertimbangkan arah dan tahapan pembangunan jangka panjang daerah, hasil-hasil yang sudah dicapai pada tahap sebelumnya dan permasalahan yang dihadapi serta isu-isu strategis yang berkembang maka pernyataan Visi Pemerintah Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026 adalah “Mewujudkan Masyarakat Produktif, yang berkarakter kearifan Lokal menuju Bulukumba Maju dan Sejahtera”

2.1.2. MISI 
Untuk mewujudkan visi pembangunan pemerintah kepala daerah  terpilih, maka ditetapkan 2 misi pembangunan meliputi:
1. Meningkatkan kesadaran toleransi dan beragama dalam bermasyarakat;
2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan layanan publik;

[bookmark: _Hlk125981225]2.2. Tujuan, Sasaran dan Program

	2.2.1. Tujuan
Berdasarkan hasil analisis faktor-faktor penentuan keberhasilan lingkungan internal dan eksternal dan untuk mencapai visi dan misi Kabupaten Bulukumba yang telah ditetapkan maka dalam menyelenggarakan pembangunan dan pelayanan masyarakat, Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Bulukumba dalam rangka menunjang Misi mempunyai tujuan yaitu : terwujudnya kerukunan umat beragama dan Terwujudnya pelayanan prima yang responsive, professional, transparan dan akuntabel.
2.2.2 Sasaran dan Program 
Dalam rangka menunjang visi dan misi pembangunan di Kabupaten Bulukumba, maka ada beberapa program yang menjadi prioritas antara lain :
1. Memberikan Insentif kepada guru mengaji, Imam Mesjid dan berkontribusi  dalam pembangunan pesantren serta meningkatkan toleransi beragama.
2. Penataan birokrasi secara profesional, pengelolaan sistem informasi pelayanan publik secara efektif, mempermudah proses pengurusan e-ktp yang ditempatkan di kantor kecamatan dan mempermudah perizinan badan usaha serta menambah insentif honorer.
3. Pengadaan bibit unggul gratis, pupuk bersubsidi secara merata pengeringan gabah, air bersih, pembangunan Embung dan sumur bor pada daerah strategis serta revitalisasi irigasi.
4. Gerakan 1000 rumpon sepanjang pesisir, produktivitas petani rumpu laut, penyediaan dermaga di kolam perlindungan perahu nelayan serta pembangunan sentra tempat tempat pelelangan Ikan (TPI).
5. Pemberian beasiswa untuk mahasiswa kurang mampu dan berprestasi serta pelaksanaan festival budaya lokal. 
6. Pencegahan dan penanggulangan pandemi covid-19 (pembagian masker dan hand sanitizer) serta pembangunan rumah sakit tipe C untuk pelayanan masyarakat.
7. Destinasi agrobisnis dan penataan tempat wisata serta festival tahunan berskala Nasional-Internasional.
8. Pembangunan dan revitalisasi jalur transportasi daerah dan desa (jalan dan   jembatan).
9. Peningkatan koperasi dan UMKM, ekonomi kreatif (Start-Up), industri rumahan untuk pemberdayaan perempuan dan pembangunan industri pengelolaan kopi serta pembangunan pasar tradisional.
10. Pembinaan atlet profesional dan revitalisasi stadion mini serta pembangunan sirkuit permanen balapan motor.
11. Pembangunan lapangan olahraga terpadu desa dan mendorong produktivitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) demi terwujudnya desa mandiri.
12. Bantuan dan advokasi hukum terhadap masyarakat kecil serta penguatan kemitraan pertanian dan keamanan antar institusi.
BAB III
GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA

[bookmark: _Hlk125981301]3.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bulukumba 

Berdasarkan Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 125 tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Sekretariat Daerah. Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Organisasi Sekretariat Daerah dan Staf Ahli, Sekretariat Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dengan tugas pokok membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administrative terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administrative sesuai ketentuan peraturan perindang-undangan. 

· Sekretaris Daerah

mempunyai fungsi sebagai berikut : 
1. Pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah; 
2. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah; 
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah; 
4. Pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada instansi Daerah; dan 
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya. 

· Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 
Aisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat menpunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan dan hukum, dan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang kesejahteraan rakyat.

· Bagian Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Bagian yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan otonomi daerah dan kerja sama.
· Bagian Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh Kepala Bagian yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar dan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar.
· Bagian Hukum dipimpin oleh Kepala Bagian yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perundang-undangan, bantuan hukum, dokumentasi dan informasi.

· Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas membantu Sekretariat Daerah dalm penyusunan kebijakan daerah dan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa.

· Bagian Ekonomi dan Administrasi Pembangunan dipimpin oleh Kepala Bagian yang mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pembinaan Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah, perekonomian, sumber daya alam, dan penyusunan, pengendalian, evaluasi serta pelaporan program pembangunan.
· Bagian Pengadaan Barang/Jasa dipimpin oleh Kepala Bagian yang mempunyai tugas membantu Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang/jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

· Asisten Administrasi Umum 
mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam pelaksanaan kebijakan, penyusunan kebijakan daerah dan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang organisasi, umum, protokol dan komunikasi pimpinan, serta perencanaan dan keuangan.

· Bagian Organisasi dipimpin oleh Kepala Bagian yang mempunyai tugas membantu Asisten Administrasi Umum dalam melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan, analisis jabatan, tata laksana, pelayanan publik, reformasi birokrasi dan kinerja. 
· Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan dipimpin oleh Kepala Bagian yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dibidang protokol, komunikasi pimpinan dan dokumentasi.
· Bagian Umum dipimpin oleh Kepala Bagian yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan dan pemantauan dan 21 evaluasi di bidang tata usaha Pimpinan, Sekretariat Daerah, Staf Ahli dan kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga.
· Bagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Bagian yang mempunyai tugas membantu Asisten Administrasi Umum dalam melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan dan keuangan.

· Jabatan Fungsional. 
Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahlian. Setiap kelompok sebagaimana dimaksud, dipimpin oleh seorang yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Dinas. Nama dan jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri.








Struktur Organisasi dapat dilihat pada Gambar dibawah ini :



[bookmark: _Hlk125981412]3.2.  Susunan Kepegawaian dan Kelengkapan 
Sekretariat Daerah Kabupaten Bulukumba yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1, Telepon (0413) 81004 dan Fax (0413) 84088, terdiri dari 9 (Sembilan) Bagian. Adapun susunan organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bulukumba terdiri atas: 

1. Sekretaris Daerah 

2. Asisten Pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, meliputi : 
2.1 Bagian Pemerintahan, terdiri dari: 
· Kelompok Jabatan Fungsional
2.2 Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari: 
· Kelompok Jabatan Fungsional 
2.3 Bagian Hukum, terdiri dari: 
· Kelompok Jabatan Fungsional; 


3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, meliputi :
3.1 Bagian Administrasi Pembangunan, terdiri dari: 
· Kelompok Jabatan Fungsional.
3.2 Bagian Pengadaan Barang/Jasa, terdiri dari: 
a. Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa; 
b. Kelompok Jabatan Fungsional; 
4. Asisten Administrasi Umum, terdiri dari:
4.1 Bagian Organisasi, terdiri dari: 
· Kelompok Jabatan Fungsional; 
4.2 Bagian Umum terdiri dari: 
a. Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Sekretariat Daerah, Staf Ahli dan Kepegawaian; 
b. Sub Bagian Perlengkapan; 
c. Sub Bagian Rumah Tangga. 
4.3 Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, terdiri dari: 
a. Sub Bagian Protokol; 
b. Kelompok Jabatan Fungsional. 
4.4 Bagian Perencanaan dan Keuangan, terdiri dari: 
· Kelompok Jabatan Fungsional; 

5. Staf Ahli Bupati 
Staf Ahli Bupati diatur dalam Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 105 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Staf Ahli Bupati Bulukumba. Staf Ahli Bupati Bulukumba terdiri dari :
5.1 Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan;
5.2 Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
5.3 Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.

Tabel. 1. Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan Jenis Kelamin Pada Sekretariat Daerah Tahun 2024
	
No
	
Unit/Bagian
	Jenis Kelamin
	
Jumlah
	
%

	
	
	Perempuan
	%
	Laki-
	%
	
	

	
	
	
	
	Laki
	
	
	

	1
	Sekretaris Daerah
	0
	0
	1
	0,65
	1
	0,65

	2
	Asisten
	1
	0,65
	2
	1,30
	3
	1,95

	3
	Staf Ahli
	1
	0,65
	1
	0,65
	2
	1,30

	4
	Pemerintahan
	2
	2,60
	3
	4,52
	5
	7,14

	5
	Pengadaan Barang dan Jasa
	5
	2,60
	14
	3,25
	19
	5,85

	6
	Kesejahteraan Rakyat
	4
	5,84
	6
	3,25
	10
	9,09

	7
	Perencanaan dan Keuangan
	7
	3,25
	5
	4,55
	12
	7,79

	8
	Ekonomi dan Administrasi Pembangunan
	5
	5,84
	6
	3,25
	11
	7,79

	9
	Protokol Dan Komunikasi Pimpinan
	3
	3,25
	5
	5,84
	8
	9,09

	10
	Hukum
	3
	4,54
	7
	4,55
	10
	9,09

	11
	Organisasi
	6
	3,89
	2
	3,89
	8
	7,79

	12
	Umum
	5
	7,14
	15
	23,38
	20
	30,52

	
	Jumlah
	  42
	35,71
	64
	64,29
	106
	100


Sumber : Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian, Desember 2023

Tabel. 2.  Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Struktural dan Fungsional Berdasarkan Golongan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2024.

	
No
	
Golongan
	Jenis Kelamin
	
Jumlah

	
	
	Perempuan
	%
	Laki-
	%
	

	
	
	
	
	Laki
	
	

	1
	IV (Empat)
	5
	-
	12
	-
	17

	2
	III ( Tiga)
	34
	-
	38
	-
	72

	3
	II (Dua)
	3
	-
	12
	-
	15

	4
	I (Satu)
	-
	-
	2
	-
	2

	
	Jumlah
	42
	-
	64
	-
	106


	Sumber : Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian, Desember 2023

















BAB IV
REALISASI ANGGARAN BELANJA SEKRETARIAT DAERAH
KABUPETEN BULUKUMBA TAHUN 2024


A. program DPA Sekretariat Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2024
Jumlah keseluruhan program DPA Sekretariat Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2024 adalah sebanyak 3 Program dengan 17 Kegiatan dan 47 Sub Kegiatan. Adapun Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dalam DPA Tahun 2024 adalah sebagai berikut: 
I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD.
b. Koordinasi dan penyusunan Laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD 
3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.
a. Sub Kegiatan Pemanfaatan Barang Milik Daerah pada SKPD
4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
a. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut dan Kelengkapannya.
5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
c. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
d. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.
e. Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
f. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
a. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapngan.
b. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
c. Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tetap Lainnya
d. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
e. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
a. Sub Kegiatan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dina Operasional atau Lapangan.
c. Sub Kegiatan Pemelliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
d. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
9. Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
10. Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
a. Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah.
b. Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah.
11. Kegiatan Penataan Organisasi.
a. Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan.
b. Sub Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana
c. Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi.
d. Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik danTata Laksana.
e. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah.
12. Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan
a. Sub Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan
b. Sub Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan
c. Sub Kegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan
II.	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
13. Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan
a. Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan
b. Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan
c. Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah.
14. Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat.
a. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial.
c. Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat.
15. Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum.
a. Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum.
b. Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum.
III.	Program Perekonomian dan Pembangunan
16. Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian.
a. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD.
b. Sub Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian.
c. Sub Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil. 
17. Kegiatan Pengelolaan Barang dan Jasa.
a. Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa.
b. Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Eloktronik.












B. [bookmark: _Hlk125981591]Perbandingan antara Kegiatan RENJA dengan DPA Sekretariat Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2024

Jumlah keseluruhan Prog./Kegiatan yang ada dalam RENJA adalah sebanyak 3 Program dan 18 Kegiatan sementara yang ada dalam DPA Sekretariat Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2024 adalah sebanyak 3 Program, 19 Kegiatan dan 50 sub kegiatan.
Tabel Kegiatan Renja dan DPA TA. 2024
	No
	Program dan Kegiatan
	Renja
	DPA

	1
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	140.000.000
	133.412.250

	2
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	12.765.683.896
	11.651.348.774

	3
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
	239.236.590
	186.053.150

	4
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
	46.502.150
	28.441.600

	5
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
	174.125.420
	174.875.641

	6
	Sub Kegiatan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
	600.000.000
	600.000.000

	7
	Sub Kegiatan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Pada SKPD
	25.000.000
	53.520.250

	8
	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
	87.600.000
	118.992.000

	9
	Sub Kegiatan Penyediaan Kompenen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	138.845.834
	69.877.900

	10
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	121.011.950
	29.350.000

	11
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	1.690.952.740
	155.555.940

	12
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
	251.650.000
	100.800.000

	13
	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
	850.000.000
	1.030.365.850

	14
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	1.047.382.000
	455.936.000

	15
	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	550.000.000
	1.090.427.000

	16
	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel 
	203.091.757
	57.500.000

	17
	Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tetap Lainnya
	38.458.750
	102.409.000

	18
	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasaran Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	174.374.695
	94.412.373

	19
	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasaran Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	106.727.500
	133.777.000

	20
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	858.107.760
	872.022.460

	21
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	7.450.000
	1.253.413.541

	22
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
	109.340.000
	340.780.000

	23
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	243.458.000
	354.960.000

	24
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
	1.410.690.000
	1.565.985.000

	25
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	74.659.678
	75.705.050

	26
	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah
	371.277.420
	916.818.700

	27
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah
	263.222.410
	667.776.850

	28
	Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan
	76.069.020
	73.771.200

	29
	Sub Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana
	36.654.700
	41.819.150

	30
	Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi
	36.999.690
	32.283.400

	31
	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana
	43.084.760
	87.834.650

	32
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah
	54.990.890
	45.474.550

	33
	Sub Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan
	210.063.480
	182.188.950

	34
	Sub Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan
	77.626.000
	178.237.700

	35
	Sub Kegiatan Perdokumentasian Tugas Pimpinan
	73.919.730
	140.903.300

	36
	Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan
	243.333.940
	61.728.950

	37
	Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan
	49.599.790
	89.470.350

	38
	Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah
	99.999.870
	176.059.850

	39
	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
	2.492.944.852
	1.774.247.650

	40
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Terkait Kesejahteraan Sosial
	65.000.000
	51.916.550

	41
	Sub Kegiatan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat
	65.000.000
	40.681.600

	42 
	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah
	126.762.240
	137.723.200

	43 
	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum
	367.789.000
	148.400.650

	44 
	Sub Kegiatan Perdokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum
	227.994.820
	135.062.700

	45 
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD
	15.000.000
	131.884.700

	46 
	Sub Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian
	32.914.390
	112.578.900

	47 
	Sub Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil
	20.000.000
	57.961.600

	48 
	Su Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan
	118.407.980
	103.856.200

	49 
	Sub Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan
	36.890.420
	22.309.950

	50 
	Sub Kegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan
	53.881.300
	25.420.900

	51 
	Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
	49.999.710
	25.337.450

	52 
	Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
	361.892.100
	77.181.800

	53
	Sub Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
	54.046.200
	38.282.750

	 
	TOTAL
	27. 915.912.972
	26.463.671.645



C. [bookmark: _Hlk95812643]Rencana Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2024
Tabel. Anggaran dan Realisasi Semester I (bulan Januari-Juni) Tahun  2024
	No
	Program dan Kegiatan
	Anggaran
	Realisasi

	1
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	129.549.950
	128.284.610

	2
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	9.542.104.493
	9.519.819.351

	3
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
	177.481.700
	175.022.460

	4
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
	50.001.800
	49.760.700

	5
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
	174.875.641
	169.609.424

	6
	Sub Kegiatan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
	600.000.000
	600.000.000

	7
	Sub Kegiatan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Pada SKPD
	39.029.500
	35.801.489

	8
	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
	139.638.000
	139.624.000

	9
	Sub Kegiatan Penyediaan Kompenen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	65.388.550
	65.388.477

	10
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	369.493.000
	368.793.000

	11
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	156.400.840
	156.319.500

	12
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
	111.180.000
	106.610.000

	13
	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
	912.905.850
	790.769.850

	14
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	1.207.014.080
	1.121.364.513

	15
	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	1.539.963.050
	1.523.705.000

	16
	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel 
	298.648.000
	294.609.000

	17
	Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tetap Lainnya
	58.211.690
	57.201.690

	18
	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Ddan Prasaran Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	684.866.700
	672.541.380

	19
	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasaran Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	284.969.400
	248.179.400

	20
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	837.622.460
	695.142.912

	21
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	1.253.413.541
	1.201.597.600

	22
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
	340.780.000
	241.604.350

	23
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	354.960.000
	279.372.240

	24
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
	1.565.985.000
	1.544.823.645

	25
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	75.705.050
	54.813.050

	26
	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah
	916.818.700
	840.582.970

	27
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah
	667.776.850
	637.922.140

	28
	Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan
	73.771.200
	69.991.213

	29
	Sub Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana
	41.819.150
	41.413.988

	30
	Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi
	32.283.400
	26.629.855

	31
	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana
	87.834.650
	87.755.537

	32
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah
	45.474.550
	45.036.250

	33
	Sub Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan
	182.188.950
	182.033.635

	34
	Sub Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan
	178.237.700
	177.137.677

	35
	Sub Kegiatan Perdokumentasian Tugas Pimpinan
	140.903.300
	140.472.565

	36
	Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan
	61.728.950
	60.792.225

	37
	Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan
	89.470.350
	89.305.452

	38
	Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah
	176.059.850
	175.154.070

	39
	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
	1.774.247.650
	1.774.131.211

	41
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Terkait Kesejahteraan Sosial
	51.916.550
	50.902.500

	41
	Sub Kegiatan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat
	40.681.600
	40.469.650

	42
	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah
	137.723.200
	135.561.875

	43
	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum
	148.400.650
	147.426.200

	44
	Sub Kegiatan Perdokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum
	135.062.700
	126.804.100

	45
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD
	131.884.700
	123.276.369

	46
	Sub Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian
	112.578.900
	89.313.250

	47
	Sub Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil
	57.961.600
	47.166.550

	48
	Su Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan
	56.125.350
	55.684.000

	49
	Sub Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan
	22.309.950
	22.180.900

	50
	Sub Kegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan
	25.420.900
	21.008.321

	51
	Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
	25.337.450
	23.912.700

	52
	Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
	77.181.800
	76.764.250

	53
	Sub Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
	38.282.750
	38.155.700

	 
	TOTAL
	26.463.671.645
	25.557.742.794








D. CAPAIAN TARGET KINERJA DAN PENYERAPAN DANA PROGRAM/KEGIATAN 

Pengukuran capaian target kinerja dan penyerapan dana Program/kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2024 dilaksanakan berdasarkan Permendagri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2024. Untuk mengukur tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran tersebut maka digunakan beberapa kriteria penilaian seperti yang terlihat pada tabel berikut :

	
NO
	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA
	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
	SIMBOL

	1
	91% ≤ 100%
	SANGAT TINGGI
	ST

	2
	76% ≤ 90%
	TINGGI
	T

	3
	66% ≤ 75%
	SEDANG
	S

	4
	51% ≤ 65%
	RENDAH
	R

	5
	≤ 50%
	SANGAT RENDAH
	SR



[bookmark: _Hlk95813814]Realisasi Anggaran Belanja Sekretariat Daerah Kab. Bulukumba Semester I Tahun 2024 tersebut, secara rinci dituangkan dalam lampiran “Laporan Monitoring dan Evaluasi Kemajuan Program/Kegiatan Semester I Tahun Anggaran 2024”.


























BAB IV
PENUTUP
	
A. Kesimpulan
Kesimpulan yang dapat diambil dari Hasil Monitoring dan evaluasi kemajuan program dan kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2024 Semester I adalah sebagai berikut :
1. Kesesuaian antara kegiatan RENJA Pokok Sekretariat Daerah Kabupaten Bulukumba tahun 2024 dengan DPA Pokok Sekretariat Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2024 sudah sesuai. 
2. Rata-rata capaian fisik  Sekretariat Daerah Kabupaten Bulukumba Semester I (bulan Januari-Juni) Tahun 2024 adalah mencapai 45%, dan rata-rata capaian keuangan mencapai 44,92%. dengan kategori SANGAT RENDAH (SR).
3. [bookmark: _Hlk206750392]Penyerapan anggaran untuk semester I (bulan Januari-Juni) Tahun 2024 yang tergolong sangat rendah yang ditunjukkan tingkat capaian keuangan yang baru mencapai 44,92% dari target semula yang mestinya sudah mencapai 50% dari seluruh pagu anggaran. Ada beberapa hal yang menyebabkan sehingga penyerapan anggaran belum mencapai 50% ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu  : Ada beberapa kegiatan pada Semester I (bulan Januari-Juni) 2024 masih dibawah 10% antara lain :
· Kegiatan/Sub Kergiatan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik Tata Laksana pada Bagian Organisasi.
· Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarkat.
· Sub Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil.
4. Adanya anggaran yang sifatnya penyediaan, seperti Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah dan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor, pemeliharaan, Foto copy  dan makan miunum yang disesuaikan  dengan tingkat kebutuhan.
5. Perencanaan alur kas yang tidak sesuai dengan pelaksanaan kegiatan.
6.  Lambatnya realisasi karena anggaran kas yang tidak sesuai dengan pelaksanaan kegiatan.



B. Rekomendasi
Rekomendasi yang dapat diberikan dari hasil Monitoring dan evaluasi Kemajuan Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2024 Semester I (bulsan Januari-Juni) Tahun 2024 adalah sebagai berikut:
1. Secara umum dalam pelaksanaan/kegiatan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bulukumba masih terdapat berbagai permasalahan yang mengakibatkan belum efektifnya pelaksanaan Program dan Kegiatan, antara lain :
· Dalam perencanaan alur kas agar sedapat mungkin disesuaikan dengan jadwal dalam pelaksanaan kegiatan.
· Mengoptimalkan peran pengelola keuangan dalam proses pencairan dana.
2. Program dan kegiatan yang tidak berjalan efektif dan efisien sedapat mungkin di evaluasi kinerjanya sehingga bisa melahirkan kebijakan untuk penganggaran di tahun depan.
3. Percepatan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal dan melaksanakan kegiatan yang seharusnya bisa dilaksanakan tanpa disesuaikan dengan waktu kegiatan.
4. Percepatan penyerapan anggaran sesuai dengan target penyerapan yang tercantum dalam Rencana Anggaran Kas.
5. Pemilihan indikator program yang melibatkan berbagai pihak secara partisipatif tidak saja berguna untuk mendapatkan indikator yang tepat
Berdasarkan uraian Laporan Monitoring dan Evaluasi Kemajuan Program/Kegiatan kondisi Semester I Tahun 2024 Sekretariat Daerah Kabupaten Bulukumba yang merupakan alat manajemen yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas dalam rangka menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program/Kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi kedua Kabupaten Bulukumba yaitu meningkatkan tata kelola pemerintahan dan layanan publik, maka dapat disimpulkan bahwa Laporan Monitoring dan Evaluasi kemajuan program/kegiatan Semester I Tahun 2024 Sekretariat Daerah secara umum kegiatan realisasi fisik dan keuangan dikategorikan Sangat Rendah (SR).

	

	Untuk dapat menjawab pertanyaan akan tingkat keberhasilan dan kegagalan suatu instansi pemerintah, seluruh aktivitas harus dapat diukur dan pengukuran tersebut ditekankan pada keluaran dari program/kegiatan.
Demikian Laporan Monitoring dan evaluasi kemajuan program/kegiatan Semester I Tahun 2024 dapat terselesaikan, untuk memberi gambaran capaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bulukumba secara akuntabel.

	Bulukumba, 01 Juli  2024
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